
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1994

TENTANG

PERBURUAN SATWA BURU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak

ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak

punah karena kegiatan perburuan;

b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan sebagai pelaksanaan

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kegiatan perburuan perlu diatur

dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan

Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undang Mengenai

Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1994);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Undang-…
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5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990

Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3427);

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3501);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PERBURUAN SATWA BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru

termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang

satwa buru.

2. Perburuan…
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2. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan

kegiatan berburu.

3. Pemburu adalah orang atau kelompok orang yang melakukan

kegiatan berburu.

4. Satwa buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat

diburu.

5. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat

diselenggarakan perburuan secara teratur.

6. Kebun buru adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan

oleh badan usaha dengan sesuatu alas hak, untuk kegiatan

perburuan.

7. Pengusahaan kebun buru dan taman buru adalah suatu kegiatan

untuk menyelenggarakan perburuan, penyediaan sarana dan

prasarana berburu.

8. Areal buru adalah areal di luar taman buru dan kebun buru yang di

dalamnya terdapat satwa buru yang dapat diselenggarakan

perburuan.

9. Musim buru adalah waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri

atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk dapat diselenggarakan

kegiatan berburu.

10. Akta Buru adalah akta otentik yang menyatakan bahwa seseorang

telah memiliki/menguasai kemampuan dan ketrampilan berburu

satwa buru.

11. Surat Izin Berburu adalah surat yang diberikan oleh Menteri atau

pejabat yang ditunjuk olehnya, yang menyebut pemberian hak untuk

berburu kepada orang yang namanya tercantum di dalamnya.

12. Hasil…
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12. Hasil buruan adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan berburu yang

berwujud satwa buru baik hidup maupun mati atau

bagian-bagiannya.

13. Izin pengusahaan taman buru adalah izin untuk mengusahakan

kegiatan berburu serta sarana dan prasarananya di taman buru.

14. Izin usaha kebun buru adalah izin yang diberikan untuk

mengusahakan kegiatan berburu serta sarana dan prasarananya di

kebun buru.

15. Pungutan akta buru adalah pungutan yang dikenakan kepada

seseorang untuk memperoleh akta buru sebagai pengganti

biaya-biaya administrasi.

16. Pungutan izin berburu adalah pungutan yang dikenakan kepada

pemegang izin berburu sesuai dengan jumlah dan jenis satwa buru

yang diizinkan untuk diburu.

17. Pungutan izin pengusahaan taman buru adalah pungutan yang

dikenakan kepada calon pemegang izin pengusahaan taman buru.

18. Pungutan izin usaha kebun buru adalah pungutan yang dikenakan

kepada calon pemegang izin usaha kebun buru.

19. Iuran hasil usaha perburuan adalah iuran yang dikenakan kepada

pemegang izin pengusahaan taman buru atau pemegang izin usaha

kebun buru yang dikenakan dari hasil usahanya sekali setiap tahun.

20. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab bidang kehutanan.

Pasal 2

Perburuan satwa buru diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian

manfaat dengan memperhatikan populasi, daya dukung habitat, dan

keseimbangan ekosistem.

BAB II…
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BAB II

SATWA BURU, TEMPAT DAN MUSIM BERBURU

Bagian Kesatu

Satwa Buru

Pasal 3

(1) Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi.

(2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menentukan satwa yang

dilindungi sebagai satwa buru.

(3) Satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan

menjadi :

a. burung;

b. satwa kecil;

c. satwa besar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan satwa buru

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 4

(1) Jumlah satwa buru untuk setiap tempat berburu ditetapkan

berdasarkan keadaan populasi dan laju pertumbuhannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jumlah satwa

buru diatur oleh Menteri.

Pasal 5…


